BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Denda bagi Pihak Penggadai Sawah oleh Penerima Gadai di Desa

Bumiharjo, Kec Batanghari, Kab Lampung-Timur

Untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme praktik gadai sawah
yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Desa Bumiharjo, disini terdapat
beberapa informan yang bersedia untuk mengungkapkan tentang mekanisme
tersebut. Mereka diantaranya adalah para pihak penggadai dan penerima gadai
sawah, ulama’ desa setempat, dan juga kepala Desa Bumiharjo, Kecamatan
Batanghari, Kabupaten Lampung-Timur.
1. Praktik Gadai Sawah

Dari hasil informasi yang didapat peneliti mengenai mekanisme praktik gadai
sawah di Desa Bumiharjo, yaitu menjadikan sawah mereka sebagai barang

jaminan atas pinjaman penggadai kepada penerima gadai. Untuk selanjutnya
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sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut dapat dimanfaatkan seutuhnya oleh
pihak penerima gadai untuk beberapa tahun masa perjanjian dan tanpa adanya
bagi hasil. Dalam hal pelunasan hutang apabila si penghutang atau penggadai
sawah belum dapat melunasi hutangnya hingga jatuh tempo yang telah ditentukan,
maka pihak penerima gadai masih bisa meneruskan untuk menggarap sawah yang
dijadikan jaminan tersebut sampai penggadai tersebut dapat melunasi hutangnya.
Akan tetapi apabila pihak penggadai dapat melunasi hutangnya sebelum jatuh
tempo, maka pihak penerima gadai tidak akan memperbolehkan pihak penggadai
untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu sampai batas waktu yang ditentukan.
Akan tetapi, apabila pihak penggadai tetap memaksa untuk mengembalikan
hutangnya maka pihak penggadai akan menerima sejumlah denda atau sawahnya
belum dapat diambil atau digarap olehnya sampai batas waktu perjanjian selesai.

Informasi tersebut peneliti dapatkan dari beberapa informan yang bersedia

untuk diwawancara, yaitu:

a) lbu Painem umur 52 tahun pendidikan terakhir adalah sekolah dasar (SD),
beliau adalah merupakan pihak penggadai sawah. Beliau menyatakan
bahwa Mekanisme gadai yaitu: “pertama pihak penggadai meminjam
sejumlah uang kepada pihak penerima gadai dengan jumlah kurang dari
harga sawah yang akan digadaikan. Lama pinjaman ditentukan diawal
perjanjian dengan melihat jumlah uang pinjaman. Pada saat akad
dilakukan tidak ada penyerahan sertifikat tanah karena dianggap tidak
boleh. Perjanjian dilakukan secara tertulis dengan menggunakan materai

dan juga terdapat saksi dari masing-masing pihak (saat transaksi gadai
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yang selanjutnya tidak menggunakan materai dan juga saksi). Pihak
penggadai tidak boleh melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo yang
telah disepakati. Karena terikat dengan janji di awal maka pihak penggadai
terpaksa harus mentaatinya. Karena apabila pihak penggadai memaksa
untuk membayar hutang sebelum jatuh tempo, maka dia akan dikenai
dengan denda sesuai dengan perkiraan jumlah hasil garapan yang belum
diselesaikan”.”’

b) Pak Minto umur 55 tahun pendidikan terakhir adalah tamat sekolah dasar
(SD) dan Ibu Darmi umur 50 tahun pendidikan terakhir beliau adalah
sekolah dasar (SD), yaitu pasangan suami istri yang pernah menggadaikan
sawah mereka. Saat ditanya mengenai mekanisme gadai sawah mereka
menyatakan bahwa: “pertama pihak penggadai menawarkan kepada pihak
penerima gadai untuk meminjam sejumlah uang, dengan menjadikan
sawah sebagai jaminanya. Selanjutnya saat diadakan perjanjian tersebut
tidak menghadirkan saksi, dan juga tidak terdapat perjanjian secara
tertulis, artinya perjanjian yang dilakukan hanya cukup dengan melalui
lisan. Perjanjian dengan macam tersebut dilakukan karena mereka
beranggapan bahwa meminjam uang kepada orang lain adalah aib yang
harus ditutupi agar tidak menyebar luas sehingga menimbulkan
ketidaknyamanan bagi masing-masing pihak. Dan untuk jaminan mereka

tidak menyerahkan sertifikat tanah akan tetapi langsung memberikan

sawah yang akan digadaikan. Selama sawah tersebut digadaikan, maka

>’ Painem, wawancara, Bumiharjo, 17 Desember 2013.
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pihak penerima gadai sebagai pemegang sawah tersebut berhak untuk
menggarap sawahnya hingga waktu yang telah ditentukan. Apabila pihak
penggadai dapat melunasi hutangnnya sebelum jatuh tempo, maka pihak
penerima gadai tidak bersedia untuk menyerahkan sawah yang dijadikan
jaminan sampai batas waktu yang telah ditentukan”.*®

c) Ibu Ngainah umur 48 tahun pendidikan terakhir adalah SPG, menyatakan
bahwa ketika beliau menggadaikan sawahnya yaitu untuk menjadi jaminan
dari sejumlah uang yang dipinjamnya kepada pihak penerima gadai, akan
tetapi dalam perjanjian tidak ditentukan jangka waktunya, sehingga
apabila beliau dapat melunasi hutangnya maka beliau berhak mendapatkan
kembali sawahnya, akan tetapi apabila beliau belum bisa melunasi
hutangnya maka sawah yang menjadi jaminan akan terus digarap oleh
pihak penerima gadai. Akad tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya
saksi.*®

d) Ibu Ida fitria umur 33 tahun pendidikan terakhir adalah SMA vyaitu sebagai
pihak penerima gadai menyatakan bahwa: Mekanisme gadai adalah
dengan meminjam sejumlah uang dengan jumlah kurang dari harga sawah
yang akan digadaikan, dengan perjanjian untuk beberapa tahun lama
pinjaman. Akad dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi karena sudah
saling percaya antara warga desa setempat. Pada saat akad terjadi tidak ada
penyerahan sertifikat tanah, karena menurut beliau penyerahan sertifikat

tanah tidak dibolehkan. Apabila pihak penggadai dapat melunasi

*® Minto, Darmi, wawancara, Bumiharjo, 18 Desember 2013
>* Ngainah, wawancara, Bumiharjo, 7 Maret 2014,
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hutangnya sebelum jatuh tempo maka pihak penerima gadai tetap
menggarap sawah tersebut hingga selesai perjanjian yang telah ditentukan,
apabila pihak penggadai tidak menerima maka pihak penggadai harus
membayar sejumlah denda yang ditentukan oleh pihak penerima gadai
sesuai dengan perkiraan hasil garapan yang belum diselesaikan.®

e) Bapak Nasip umur 56 tahun pendidikan terakhir adalah menamatkan
sekolah dasar (SD), beliau adalah merupakan pihak penerima gadai
menyatakan bahwa: mekanisme gadai yang dipraktikkan yaitu, pertama
pihak penggadai meminjam uang dengan menjadikan sawah sebagai
barang jaminan untuk beberapa tahun garapan. Dalam masalah akad
perjanjian tidak menggunakan surat resmi, atau hanya dengan secara lisan,
juga tidak terdapat saksi dan tidak adanya penyerahan sertifikat tanah.
Apabila telah jatuh tempo perjanjian pelunasan hutang, akan tetapi pihak
penggadai belum bisa melunasinya maka sawah tersebut akan terus
digarap oleh pihak penerima gadai. Dan apabila pihak penggadai ingin
melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo, maka tidak diperbolehkan
sampai waktu garapan telah selesai.®*

f) 1bu Sulasmi umur 53 tahun pendidikan terakhir adalah sekolah dasar (SD),
sebagai pihak penerima gadai menyatakan, bahwa beliau pernah
menggadai sawah milik tetangganya, akan tetapi sebelum jatuh tempo
pengembalian hutang pihak penggadai sudah dapat melunasi hutangnya.

Dan dengan terpaksa beliau mengembalikan sawah garapan tersebut

% |da fitria, wawancara, Bumiharjo, 16 Desember 2013
®! Nasip, wawancara, Bumiharjo, 7 Maret 2014
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kepada pihak penggadai. Padahal sesungguhnya kata beliau sawh tersebut
belum dapat dikembalikan karen masih dalam masa perjanjian, akan tetapi
karena  penggadai adalah  tetangga dekat sehingga  beliau
memperbolehkannya. Dalam masalah akad perjanjian tidak menggunakan
surat resmi, atau hanya dengan secara lisan, juga tidak terdapat saksi dan
tidak adanya penyerahan sertifikat tanah. ®

g) Bapak H. Ta’yin umur 57 tahun pendidikan terakhir adalah sekolah dasar
(SD) dan juga menematkan pada pondok pesantren, beliau sebagai ulama’
desa menyatakan bahwa mekanisme gadai yang ada di Desa Bumiharjo
adalah: pertama pihak penggadai meminjam sejumlah uang kepada pihak
penerima gadai dengan manjadikan sawahnya sebagai barang jaminan.
Selanjutnya sawah tersebut dapat digarap sesuai dengan perjanjian yang
telah ditentukan. Selama sawah tersebut digarap oleh pihak penerima
gadai, maka pihak pihak penggadai tidak akan mendapatkan bagi hasil dari
hasil garapan tersebut. Apabila telah jatuh tempo pengembalian hutang
dan pihak penggadai belum bisa melunasi hutangnya, maka sawah tersebut
akan terus digarap oleh pihak penerima gadai sampai pihak penggadai
dapat melunasi hutangnya. Akan tetapi, apabila sebelum jatuh tempo dan
pihak penggadai dapat melunasi hutangnya, maka pihak penerima gadai
tidak akan memperbolehkannya samapai selesai masa garapannya.
Menurut beliau, praktik gadai di Desa Bumiharjo bersifat menyusahkan

pihak penggadai atau pihak yang memiliki sawah. Karena, walaupun pihak

®2 Sulasmi, wawancara, Bumiharjo, 7 Maret 2014
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penerima gadai telah mendapatkan keuntungan dari hasil garapan
sawahnya, dia juga masih berkewajiban untuk melunasi hutangnya secara
penuh.®

h) Bapak Mahfud Sidig umur 55 tahun pendidikan terakhir adalah SMA,
beliau selaku Kepala Desa Bumiharjo menyatakan, bahwa praktik gadai
yang selama ini dilakukan oleh masyarakat desa adalah pertama dengan
meminjam uang dan menjadikan sawah sebagai jaminannya. Selanjutnya
sawah tersebut dapat digarap penuh oleh pihak penerima gadai selama
waktu yang telah ditentukan. Menurut beliau di Desa Bumiharjo tidak
menerapkan sistem sita, yang artinya bahwa apabila pihak penggadai
belum dapat melunasi hutangnya maka pihak penerima gadai akan terus
menggarap sawah tersebut sebagai barang jaminan bukan sebagai hak
miliknya sampai pihak penggadai dapat melunasi hutang tersebut. Apabila
sebelum jatuh tempo hutang telah dilunasi, maka pihak penerima gadai
masih menggarap sawah tersebut sampai waktu yang telah ditentukan.
Pada saat perjanjian tersebut dilakukan hanya dilakukan antara pihak

penggadai dan penerima gadai tanpa melibatkan pamong Desa.®*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa praktik gadai sawah
yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Bumiharjo adalah dengan cara
lisan tanpa menghadirkan saksi. Karena menurut mereka transaksi tersebut adalah

aib, sehingga tidak boleh diketahui oleh orang lain. Adapun yang menggunakan

® Ta’yin, wawancara, Bumiharjo, 4 maret 2014.
* Mahfud Sidig, wawancara, Bumiharjo, 6 Maret 2014.
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saksi dan perjanjian tertulis, dilakukan saat transaksi gadai yang pertama, akan
tetapi saat transaksi gadai selanjutnya tidak lagi menggunakan saksi dan juga tidak
secara tertulis.
2. Praktik Denda bagi Pihak Penggadai Sawah oleh Penerima Gadai

Praktik denda yang selama ini dilakukan oleh pihak penerima gadai
kepada penggadai sawah adalah, pihak penerima gadai selaku pemegang sawah
gadai yang selama sawah gadai tersebut berada menjadi jaminan gadai telah
dimanfaatkan secara penuh tanpa adanya bagi hasil kepada pihak penggadai
sawh. Pihaknya menolak untuk mengembalikan sawah gadai tersebut kepada
pihak penggadai walaupun pihak penggadai tersebut telah melunasi hutangnya.
Karena pelunasan tersebut dilakukan sebelum jatuh tempo yang telah disepakati.

Namun, apabila pihak penggadai memaksa meminta sawahnya kembali,
maka pihak penggadai akan menerima denda dari pihak penerima gadai sebesar
prakiraan hasil panen dari sisa garapan yang belum terpakai. Karena pihak
penerima gadai merasa bahwa garapan sawah tersebut masih menjadi haknya.
Sehingga pihaknya merasa dirugikan apabila pihak penggadai sawah mengambil
sawah gadai tersebut sebelum jatuh tempo kesepakatan.
B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Denda Bagi Pihak Penggadai Sawah

oleh Penerima Gadai di Kalangan Masyarakat Desa Bumiharjo,

Batanghari, Lampung-Timur

Setelah peneliti mendapat beberapa informasi dari hasil wawancara dan dari
hasil yang lainnya. Bahwa sesungguhnya praktik gadai sawah yang selama ini

dilakukan oleh masyarakat Desa Bumiharjo adalah berdasarkan atas sikap saling
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tolong menolong antar sesama warga desa yang membutuhkan. Akan tetapi
setelah gadai tersebut dijalankan sesungguhnya timbul permasalahan yang lain.
Yaitu dengan adanya pembebanan terhadap pihak penggadai sawah atau yang

disini berperan sebagai pihak yang memiliki hutang.

Pembebanan yang dimaksudkan disini adalah, bahwa dengan dijadikannya
sawah tersebut sebagai jaminan gadai atas hutangnya. Karena selama sawah
tersebut menjadi barang jaminan dan dipegang oleh pihak penerima gadai, maka
sawah tersebut akan digarap oleh pihak penerima gadai. Dan selama sawah
tersebut digarap oleh pihak penerima gadai, maka pihak penggadai tidak akan

mendapatkan bagi hasil dari hasil garapan sawah tersebut.

Apabila seluruh hutangnya sudah dibayar lunas, maka gadai tersebut telah
berakhir. Akan tetapi yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Bumiharjo
adalah sebaliknya. Yaitu selama masa perjanjian gadai belum berakhir maka pihak
penerima gadai masih dapat menggarap sawah yang dijadikan barang gadai

tersebut.

Selain penggadai tidak mendapatkan bagi hasil dari hasil garapan sawah
tersebut. Pihak penggadai juga harus tetap melunasi hutangnya secara penuh
kepada pihak penerima gadai. Sehingga selain mendapatkan hutangnya
dibayarkan, pihak penerima gadai juga mendapatkan keuntungan dari hasil

penggarapan sawah yang digadaikan tersebut.

Apabila pihak penggadai tidak dapat melunasi hutangnya setelah jatuh

tempo, maka sawah tersebut tetap akan digarap oleh penerima gadai. Namun
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sebaliknya, apabila pihak penggadai dapat melunasi hutangnya sebelum jatuh
tempo maka dia akan tetap belum bisa menggarap sawahnya sampai sisa garapan
diselesaikan oleh pihak penerima gadai. Sehingga tidak ada pilihan bagi pihak
penggadai sawah antara melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo ataupun setelah
jatuh tempo. Karena pihak penggadai tetap tidak bisa mendapatkan sawahnya

kembali sebelum penerima gadai menyelesaikan garapannya.

Hal-hal tersebut diatas terjadi karena adanya kekeliruan saat awal akad
dilakukan. Yaitu karena adanya ketidak sempurnaan atau ketidak sahan akad yang
terdapat pada awal akad dilakukan. Yaitu apabila kita lihat dengan adanya syarat
yang ditetapkan pada saat terjadinya akad transaksi gadai. Sedangkan syarat-
syarat tersebut dapat dikatakan bahwa tidak memenuhi syariat Islam. Dapat
dinyatakan demikian karena syarat-syarat yang diajukan dalam akad tersebut tidak
sesuai dengan syariat Islam. Dan juga sesungguhnya kewajiban untuk memenuhi

syarat dalam sebuah akad adalah sesuai dengan kemampuan.

Adat denda terhadap penggadai sawah oleh penerima gadai tersebut
termasuk kedalam salah satu kaidah ‘urf yaitu Sesuatu yang sudah dikenal secara
‘urf (adat) adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat, ( <=l
sy Ja s y0allS U ye), yaitu sesuatu yang sudah dikenal (masyhur) secara ‘urf (adat)

dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi (hukumnya) sama
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dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walau sesuatu

itu tidak disebut dalam sebuah akad (transaksi) atau ucapan.®®

Akan tetapi syarat-syarat ini tidak lepas dari empat keadaan, yaitu: (1)
syarat-syarat yang ditetapkan syariat kebolehannya (shart jaiz). Ini diperbolehkan,
seperti syarat khiyar; (2) syarat-syarat yang salah dan diabaikan, tapi tidak
membatalkan akad (shart fasi/shart laghw). Ini jelas dilarang, seperti syarat
kepada pembeli agar tidak menjual lagi barangnya; (3) syarat-syarat yang
membatalkan akad (shart bathil). Ini jelas-jelas merusak dan membatalkan akad,
seperti syarat kepada pembeli yang tidak boleh memanfaatkan barang yang
dibelinya; dan (4) syarat-syarat yang didiamkan oleh syariat (shart maskut). Ini
kembali ke hokum asalnya. Contoh aplikasi kaidah ini dalam muamalah adalah
jika seorang pemilik harta dalam akad mudharabah mensyaratkan suatu syarat
kepada mudharib (pekerja) dalam sebuah bisnis, seperti “dengan syarat untuk
tidak keluar dari negaramu”, maka itu adalah persyaratan yang mengikat yang
wajib ditaati. Ini dalam figh muamalah dikenal dengan mudharabah

mugayyadah.®®

Praktik gadai sawah dengan terdapatnya syarat-syarat yang harus dilakukan
tersebut termasuk kedalam syarat-syarat yang membatalkan akad (shart bathil).
Ini jelas-jelas merusak dan membatalkan akad, karena dengan adanya syarat
berupa denda apabila pihak penggadai sawah dapat melunasi hutangnya sebelum

jatuh tempo. Dengan demikian tidak ada pilihan yang terbaik bagi pihak

® Abbas Arfan, Kaidah-kaidah Figh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam &
Perbankan Syariah, Buku Daras, Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012, h. 184
% Abbas, Kaidah-kaidah Figh Muamalah, h. 225
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penggadai sawah. Karena pihak penggadai sawah tetap mendapatkan kerugian

walaupun pihaknya dapat melunasi hutang sebelum jatuh tempo.

Karena dengan adanya penetapan syarat-syarat tersebut maka akad dapat
dianggap batal, akan tetapi yang terjadi di masyarakat Desa Bumiharjo
sebaliknya. Karena walaupun akad tersebut tidak sah transaksi gadai sawah tetap
dilanjutkan. Maka seperti itulah adat yang selama ini berkembang di masyarakat

Desa tersebut.

Apabila dilihat dari masa berakhirnya gadai, maka sesungguhnya gadai
tersebut dapat berakhir pada saat si penggadai atau si penghutang dapat melunasi
hutangnya tersebut. Hal ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya persyaratan

yang mengikat pihak penggadai sawah pada saat akad gadai tersebut dilakukan.

Menurut Hukum Islam berakhirnya gadai (rahn) ada dua cara yaitu,
diantaranya®:

1. Rahin membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif
yang telah ditetapkan.

2. Menjual marhun apabila rahin tidak memenuhi kewajibannya ketika jatuh
tempo. Mekanisme penjualan marhun vyaitu dengan melakukan
pemberitahuan selambat-lambatnya 5 hari sebelum tanggal penjualan.
Diatas telah terlihat jelas bahwa akad gadai akan berakhir apabila Rahin

membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah

ditetapkan. Sudah jelas dinyatakan bahwa apabila pihak penghutang dapat

*A. Zainuddin dan jamhuri, al-1slam 2 Muamalah dan Akhlak, Bandung: Pustaka Setia, 1998, h.
24
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mengembalikan hutang pokoknya, dan juga jasa simpan maka akad gadai telah
berakhir. Namun yang terjadi pada masyarakat Desa Bumiharjo sebaliknya.
Karena walaupun pihak penghutang telah melunasi hutang pokoknya akan tetapi
akad gadai belum dinyatakan berakhir sebelum benar-benar waktu kesepakatan
gadai telah selesai.

Praktik gadai sawah tersebut apabila kita tinjau dari rukun dan syarat gadai
maka sudah dapat dinyatakan sah. Terdapat beberapa syarat dan juga rukun gadai

(Rahn), yaitu :

1. Syarat Gadai (Rahn)
a. Sehat fikirannya
b. Dewasa, baligh
c. Barang yang digadaikan telah ada di waktu gadai
d. Barang gadai bisa diserahkan/dipegang oleh penggadai®®
1) Rukun dan unsur-unsur Gadai (Rahn)®
Rahn memiliki empat unsur, yaitu rahin (orang yang memberikan jaminan),
al-murtahin (orang yang menerima), al-marhun (jaminan), dan al-marhun bih

(hutang).

Akan tetapi apabila dilihat dari pemanfaatan barang gadai belum dapat
dinyatakan sah karena adanya ketidak jelasan pada hasil panen dari hasil garapan
sawah tersebut. Karena pihak penggadai tidak pernah mengetahui besar kecilnya

hasil panen yang diperoleh oleh pihak penerima gadai. Dan juga karena tidak

%®Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Jakarta, Grafindo Persada, 2000, h 105
%9Rachmat Syafei, Figh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h 162
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adanya kesepakatan bagi hasil panen dari garapan sawah tersebut setelah dipotong

dengan biaya perawatan barang gadai, atau hasil bersih panen tersebut.

Apabila adat yang selama ini berlaku di masyarakat Desa Bumiharjo
mengenai denda tersebut dikaitkan dengan ‘urf maka hal tersebut tidak dapat
dinyatakan masuk kedalam kategori ‘urf yang dibolehkan dalam syariat Islam.
Karena terdapat syarat-syarat dan unsur-unsur ‘urf yang harus dilakukan apabila

ingin dianggap sesuai dengan syariat.

Karena bukan setiap adat kebiasaan dapat diterima mentah-mentah saja,
karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut: ™

1. Tidak bertentangan dengan syariat, yaitu sebuah adat yang baik dan bukan
adat buruk;

2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan
kemashlahatan;

3. Tidak berlaku pada umumnya orang muslim;

4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah; dan

5. Adat atau ‘urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan

hukumnya.

Setelah membandingkan antara adat yang berlaku di Desa Bumiharjo
dengan persyaratan ‘urf tersebut, maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya ‘urf
yang terjadi pada masyarakat Desa Bumiharjo tidak memenuhi syarat ‘urf. Yaitu

karena bertentangan dengan syariat Islam dengan dibebankan syarat-syarat

’® Abbas, kaidah-kaidah Figh Muamalah, h. 173
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mengikat yang tidak dapat dilakukan oleh pihak penggadai pada saat akad

dilakukan. Dan juga menimbulkan kemafsadatan, karena dengan dengan syarat

saat ak

maka p

ad tersebut sehingga mengikat pihak penggadai sawah. Oleh karena itu

ihak penggadai sawah tidak memiliki pilihan lain selain mentaatinya.

Sehingga karena adanya kemafsadatan tersebut, maka ‘urf tersebut tidak

dapat diserap oleh hukum Islam. Karena adat dapat dibagi kepada 4 kelompok,

yaitu:"*

1.

Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya
mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya, unsur manfaatnya lebih
besar dari unsur mudharatnya. Adat dalam hal bentuk ini diterima
sepenuhnya dalam hukum Islam;

Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur
maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.
Adat dalam bentuk ini dapat diterima hukum Islam, namun dalam
pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian;

Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur
mafsadat. Adat dalam bentuk ini ditolak hukum Islam secara mutlak;

Adat atau ‘urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak
karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dalil

syara’.

Adat yang selama ini berkembang dikalangan masyarakat Desa Bumiharjo

mengenai praktik gadai sawah dengan denda termasuk kedalam kelompok adat

* Amir Syarifuddin, Ushul Figh 2, Jakarta: Kencana, 2011, h. 393-396
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lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat. Adat
dalam bentuk ini ditolak hukum Islam secara mutlak. Karena denda yang
dibebankan oleh penerim gadai kepada pihak penggadai mengandung unsur

mafsadat.

Unsur mafsadat dari denda tersebut adalah, karena denda tersebut akan
memberatkan bagi pihak penggadai sawah. Sebab selama sawah tersebut manjadi
barang jaminan maka pihak penggadai tidak dapat memanfaatkan sawah tersebut.
Karena sawah tersebut dimanfaatkan secara penuh oleh pihak penggadai sawah

tanpa adanya bagi hasil.

Apabila pihak penggadai ingin menggarap sawahnya kembali, maka pihak
penggadai harus menunggu sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena
pihak penggadai tidak dapat mengambil kembali sawahnya walaupun telah
melunasi hutang pokoknya kepada pihak penerima gadai. Karena pelunasan
hutang tersebut dilakukan pada saat waktu perjanjian gadai belum berakhir.
Sehingga bagi pihak penggadai tidak memiliki pilihan selain mengikuti ketentuan

tersebut.



